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KERANGKA ACUAN KERJA

USULAN RENCANA KEGIATAN
OPD                   
:
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bagian/Bidang
:
Infrastruktur dan Kewilayahan

Subbag/Subbid/Seksi
:
Subbid Perencanaan Perumahan dan Permukiman

Nama Program
: Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
Nama Kegiatan       
:
Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan
Indikator Kinerja Kegiatan
:
Jumlah laporan rapat koordinasi kegiatan perencanaan 



penanganan perumahan dan Forum PKP

KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN
	Urusan Pemerintahan  
	:
	Urusan Wajib

	Organisasi  
	:
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

	Program  
	:
	Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

	Hasil / Capaian Program
	:
	· Tingkat pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan
· Tingkat keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan perencanaan OPD mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan
· Capaian ketersediaan data/informasi bagi perencanaan dan monev pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan

	Bagian/Bidang (OPD)
	:
	Infrastruktur dan Kewilayahan

	Kegiatan
	:
	Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan

	Indikator Kinerja Kegiatan

(Keluaran)
	:
	Jumlah laporan rapat koordinasi kegiatan perencanaan penanganan perumahan dan Forum PKP

	Satuan Ukur dan Jenis 

Keluaran (Target Kinerja)
	:
	Terfasilitasinya rapat koordinasi kegiatan perencanaan penanganan perumahan dan Forum PKP

	Target Kinerja
	:
	4 laporan

	Sasaran
	:
	OPD Kota Serang


I. Latar Belakang
1. Pendahuluan

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28, bahwa rumah adalah salah satu hak dasar rakyat dan oleh karena itu setiap Warga Negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu rumah juga merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa. 
Pembangunan perumahan dan permukiman selalu menghadapi permasalahan pertanahan, terlebih di daerah perkotaan terkait ketersediaan lahan yang terbatas. Kecenderungan pengembangan pertumbuhan penduduk mengarah pada wilayah pinggiran kota sebagai akibat perluasan aktivitas kota. Pusat kota sudah tidak mampu lagi menampung desakan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk yang terus meningkat mengindikasikan bahwa perkembangan penduduk menyebar ke arah pinggiran kota (suburban) sehingga sebagai konsekuensinya adalah terjadi perubahan penggunaan lahan di perkotaan. Keterbatasan lahan kosong di perkotaan menjadikan daerah pinggiran kota menjadi alternatif pemecahan masalah. 
Saat ini, kota-kota di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat sehingga muncul pergeseran fungsi-fungsi kekotaan ke daerah pinggiran kota (urban fringe) yang disebut dengan proses perembetan kenampakan fisik kekotaan ke arah luar dari kota (urban sprawl). Akibat selanjutnya adalah di daerah pinggiran kota akan mengalami proses transformasi spasial berupa proses densifikasi permukiman dan transformasi sosial ekonomi sebagai dampak lebih lanjut dari transformasi sosial. Proses densifikasi permukiman yang terjadi di daerah pinggiran kota merupakan 2 realisasi dari meningkatnya kebutuhan akan ruang di daerah perkotaan.
Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman diperlukannya peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menjadi fasilitator, menyiapkan lahan pengembangan perumahan dan permukiman sesuai dokumen RTRW serta memberikan bantuan maupun kemudahan kepada masyarakat khususnya MBR. Beberapa Kebijakan pembangunan perumahan diarahkan untuk: 

a. memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana, dan utilitas umum secara berkelanjutan serta yang mampu mencerminkan kehidupan masyarakat yang berkepribadian Indonesia; 

b. ketersediaan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan; 

c. mewujudkan perumahan yang serasi dan seimbang sesuai dengan tata ruang serta tata guna tanah yang berdaya guna dan berhasil guna; 

d. memberikan hak pakai dengan tidak mengorbankan kedaulatan negara; dan 

e. mendorong iklim investasi asing. 

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman tidak hanya melakukan pembangunan baru, tetapi juga melakukan pencegahan serta pembenahan perumahan dan kawasan permukiman yang telah ada dengan melakukan pengembangan, penataan, atau peremajaan lingkungan hunian perkotaan atau perdesaan serta pembangunan kembali terhadap perumahan dan permukiman kumuh. Untuk itu, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perlu dukungan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah, lembaga pembiayaan, dan/atau swadaya masyarakat. 

Penyelenggaraan kawasan permukiman tersebut bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim, yang wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan.  

2. Dasar Hukum 
a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat;

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2018  Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2017 tentang Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan;
i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2018  Tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun;
j. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018  Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
k. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Serang;
l. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun Anggaran 2020;

m. Peraturan Walikota Serang Nomor 58 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang Tahun 2020.
3. Data Dukung Rencana Kegiatan

1. Dokumen RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman)
2. Perda dan data penyerahan PSU Perumahan
3. Data Penerima BSPS Perumahan (Komunitas maupun MBR)
II. Maksud dan Tujuan
Maksud dilaksanakannya kegiataan koordinasi perencanaan penanganan perumahan yaitu menjawab tuntutan pembangunan perumahan baik arah maupun laju pembangunan mencapai suatu kondisi dimana jumlah dan kualitas sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Sedangkan tujuan kegiatan ini adalah :

a. Memfasilitasi rapat-rapat terkait perencanaan penanganan perumahan.
b. Memfasilitasi koordinasi perencanaan perumahan.

c. Mendorong para pemimpin kebijakan untuk mengatur perijinan perumahan yang sesuai dengan dokumen RTRW.

d. Memfasilitasi serah terima aset PSU Perumahan kepada Pemerintah Daerah

III. Sasaran  dan Target
a. Sasaran pada kegiatan ini adalah OPD dan stakeholder di Kota Serang. 
b. Target dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya rapat koordinasi kegiatan perencanaan penanganan perumahan dan Forum PKP.
IV. Manfaat

Manfaat dari kegiatan ini adalah untuk :

1. Koordinasi stakeholder dalam pengurangan backlog perumahan di Kota Serang

2. Pencapaian Target RPJMN Perumahan 1 juta unit rumah
3. Pencapaian Bantuan Swadaya Perumahan

4. Pencapaian target penyerahan PSU Perumahan
V. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah OPD dan stakeholder di Kota Serang.

VI. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya Indikatif
Total biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah berasal dari APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 102.200.000,- (Seratus Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Adapun perkiraan  biaya  disusun berdasakan jenis belanja ke dalam bentuk tabel sebagai berikut:

	Uraian
	Jumlah (Rupiah)
	Keterangan

	Belanja Barang dan Jasa
	Rp. 102.200.000,-
	

	JumlahTotal
	Rp. 102.200.000,-
	

	Terbilang
	(Seratus Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)


VII. Lokasi Kegiatan

Tempat pelaksanaan kegiatan ini adalah di seluruh wilayah Kota Serang.
VIII. Jadwal Kegiatan 
1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan 
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan kegiatan koordinasi perencanaan penanganan perumahan tahun anggaran 2020 ini adalah 1 (satu) periode tahun anggaran yaitu bulan Januari s/d Desember 2020. 
2. Matriks pelaksanaan kegiatan 
	No
	Lingkup Pekerjaan
	Jangka Waktu Pelaksanaan

( Bulan Ke-)

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Persiapan Awal
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Operasional Kegiatan (ROK)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Persiapan Kegiatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Pengajuan Anggaran Kegiatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Mempersiapkan Penyampaian undangan koordinasi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· Mempersiapkan kelengkapan administrasi kegiatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Pelaksanaan Kegiatan 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· rapat koordinasi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· rakor POKJA PKP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· rakor BSPS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· rapat evaluasi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Penyusunan Laporan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Serang,            Januari  2020
	Mengetahui :

Kepala Bappeda Kota Serang

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
	PPTK selaku Kasubid Perencanaan 

Perumahan dan Permukiman

	Drs. H. Nanang Saefudin, M.Si

Nip. 19670802 198603 1 003


	Dedi Cahyadi, SKM, M.Si

NIP. 19810407 200501 1 006


TAHUN ANGGARAN 2020









